
ITOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI IIALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 38 I PL.O2.1 -Kpt I 63 / Prov / vI / 2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbartg

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

No-mor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data

Dan Penyusunan Da-ftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Walcil

Bupati, Daa/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Selatan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 anta-ra

lain mengenai Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

AN



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Unda-ng-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralhir dengaa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, darl Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihaa Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Talun

2O2O Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Nega-ra

Republik Indonesia Tahwr 2O2O Nomor 2O 1);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

20 19 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 20 17 tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1676);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telalt

berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU PROV KALSEL XALIMAMAN SELATAN

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OI9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dar/ atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 193);

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/PL.02.1-

BA|63/VU2O20 tentang Rekapitulasi Perkiraan Jumlah

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur darr Wakil Gubernur

Kalimantan Selatan Tahun 2O20.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN

TAHUN 2020.

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyu sunan Dafta-r

Pemilih dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur Kalimantan Selatan Serentak Lanjutan Tahun

2020

Pedoman Telalis s€brgairnana Dildum KESATU tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal< terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SEI,ATAN,

ttd.

o

Hukum, Teknis dan Hupmas

SARMUJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 38/P1.02. 1-Kpt I 63 I Prov I vt I 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN SERENTAK LANJUTAN

TAHUN 2020.

BAB I
PENDAHULUAil

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu pilar utama negara demokrasi, dimana Pemilu

merupakan sebuah akumulasi kehendak rakyat sebagai penyaluran aspirasi

guna memperjuangkan kepentingan rakyat dan hasil akhir yang diharapkan

adalah keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan

Umum, selaajutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilalsanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur daa

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 1

ayat (6) menyatakan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu'. Pasal 1 yata (7) menyatakan u

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Prov Kalsel

adalah Penyelengga.ra Pemilu yang bertugas mela.ksanakan Pemilu di

Provin si'.

Guna memastikan rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan

haknya dengan prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu

orang satu suara dan satu nilai dengan berasaskan Langsung, Umum,

Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL), maka KPU Prov Kalsel

Kalimantan Selatan perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagai acuan

, dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.



B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danlatau Walikota dan Walil Walikota yang selanjutnya

disebut Pemilihan, adalah pelalsanaan kedaulatan rakyat di

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan

Wal<il Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Wa,likota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Teralhir yarrg selanjutnya

disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yarg

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimal<sud dalam

undang-undang penyelenggara pemilihaaumum dan diberikan

tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan

Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KlP Aceh, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur berdasarkal ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP

Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimanadimaksud dalam undang-undalg penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Walil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.



6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau

sebutan lain.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yartg selanjutnya

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan

suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

Bawaslu ada-tah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimal<sud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkaa ketentuan yang diatur dalam undang- undang tentang

Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

undang-undaag yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur daa wa-kil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya

disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk

oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/ kota.

12. Paaitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut

Paawas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas

Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.



13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan

atau sebutan lain.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat

PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (Rw)

atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutaJ<hiran data

Pemilih.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yarg selanjutnya disingkat TPS,

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan sua.ra.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam

Pemilihal.

18. DaJtar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya

disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerinta-tt

berisikan data penduduk yang memenuhi persya-ratan sebagai

Pemilih pada saat Pemilihan diselenggaralan.

19. Daftar Pemitih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah

daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan

umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbalgkan DP4.

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS

yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah

daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,

nalnun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada

hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah

daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adaiah kegiatan untuk memperba-harui

data Pemilih berdasarkan Da-ftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau

Pemilihan Teralhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP



Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan

mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan

teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau

Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan,

mengana,lisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data

Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Da-ftar Pemilih Tetap.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah

kegiatan yang dilal<ukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data

Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan

perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain

dan tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yarg mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan

Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KlP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

28. Hari adalah hari kalender.



C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Serangkaian peraturan perundang-undangan diperlukan guna menjamin

penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu

demoliratis, atau dalam konsteks Indonesia sesuai dengaa asas pemilu:

langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Mengikuti hirarki

peraturan perundang-undangan, pemilu dan penyelenggaraan pemilu juga

diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar, undang-undang, dan

peraturan pelaksanaan.

Pada tingkat pertama, undang-undang dasar menetapkan lembaga{embaga

negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, menentukan prinsip-prinsip

penyelenggaraaa pemilu dan periodesasinya, serta menujuk lembaga

penyelenggara. Pada tingkat kedua, undang-undang menetapkan tujual
pemilu yang diaturnya, menentukan penggunaan sistem pemilihan,

mengatur proses pelalsanaan, serta menjamin agar setiap peraturan ditaati.

Pada tingkat ketiga, peraturan pelaksanaan atau peraturan teknis,

memberikan pedoman dan prosedur teknis pelaksanaan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan

lembaga atau kegiatan kenegaraan lain, sehingga keberadaan undang-

undang pemilu juga terkait dengan beberapa undang-undang lain. Oleh

karena itu, pada bagian ini ditampilkan juga beberapa undang-undang

terkait pemilu, seperti undang-undang partai politik, undang-undang

lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, undang-undang

lembaga nega.ra yang ikut terlibat dalam menentukan hasil pemilu, dan

undang-undang pemerintahan daerah khusus yang mengatur secara khusus

pemilihan kepala daerahnya. Selanjutnya peraturan pemerinta-h pengganti

undang-undang (Perppu) yang terkait dengan undang-undang pemilu juga

perlu ditampilkan karena peraturan tersebut berpengaruh langsung

terhadap penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada 2004, beberapa

undang-undang pemilu telah digugat ke lembaga tersebut untuk diuji

konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 (iudicial review). Beberapa

gggatan dikabulkan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

mengubah ketentuan-ketentuan undang-undang pemilu, sehingga kemudian

mempengaruhi proses maupun hasil penyelenggaraan pemilu. Putusan-

putusan ini tentu saja perlu mendapat perhatian.



Dengan demikian, pada bagian a}an ditampilkan semua peraturan

perundang-undangan pemilu dan undang-undang terkait pemilu di

Indonesia, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baik yalg

masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku. Undang-undang dasar

dan undang-undang ditampilkan berdasarkan urutan waktu tahun terbit, di

mana yang paling atas adalah yang paling baru. Keputusan-keputusan

Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah ketentuan-ketentuan undang-

undang pemilu atau undang-undang terkait pemilu, juga akan ditampilkan

berdasarkan urutan waktu berlaku. Sementara, peraturan pelaksanaal

pemilu akan ditampilkan berdasarkan tahun pemilu, di mana tahun pemilu

yang paling atas berarti berisi peraturan pemilu terakhir.



BAB II
HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada

Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

2. Untuk dapat menggunalan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain
da.lam undang-undang.

3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka t harus memenuhi syarat:

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Taada Penduduk

Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan

Surat Keterangar yang diterbitlan dinas yang menyelenggaralan

urusan kependudukan dan catatar sipil setempat; dan

e. tidak sedang menjadi a-nggota Tentara Nasional Indonesia, atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungut€nl suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta

perkawinan / buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat

Keterangan.

5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam da-ftar Pemilih,

temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 3, Wa-rga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat

menggunalan hak memilihnya.

6. Seorang Pemilih hanya didaftarkan 1 (satu) kali dalam da-fta-r Pemilih

di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih

dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercaltum dalam Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.



Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunatan formulir Model

A.A.I-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker

Coklit menggunakaa formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEUUTAKHIRAIT DATA PEUILIH

A. Penyedlaan Data Pemlllh

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi

dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

hari pemungutan sua-ra dan ditembuskan ke Bawaslu.

2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial

Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci

untuk setiap desa/kelurahan atau sebutaa lain.

3. DP4 sebagaimana dimalsud pada angka 2 pding kurang memuat

informasi, meliputi:

a. nomor urut;
b. nomor induk kependudukan;

c. nomor Kartu Keluarga;

d. nama lengkap;

e. tempat lahir;

f. tanggal lahir;

g. dihapus;

h. jenis kelamin;

i. status perkawinan;

j. alamatjalan/dukuh;
k. Rukun Tetangga (RT);

1. Rukun Warga (RW);

m. jenis disabilitas; dan

n. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

sebagaimana dimaksud pada angfta 3 huruf n meliputi:

a. Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

b. Telah melalukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu
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Tanda Penduduk Elektronik; atau

c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilengkapi dengan

rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain,

diseralrkan dalam bentuk sofiapg dan dituangkan dalam berita

acara serah terima.

6. DP4 sebagaimana dimal<sud pada angka 5 dibuat dengan

menggunalan format excel dan/atau comma. separated ualues (CSV).

7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam angka 1, KPU melakukan analisis DP4.

8. KPU mela-kukan sinkronisasi DPI Pemilu atau Pemilihan

Teralhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada

ang)<a7.

9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8

dilakukan dengan cara:

a. menambahkan Pemilih pemula;

b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau

c. memutalhirkan elemen data Pemilih.

10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:

a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

pada hari pemungutan suara; atau

b. Pemilih yang telah berubah status da-ri status anggota Tentara

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjadi status sipil.

11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada

angka 7 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada

angka 8 kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU

Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan

Pemutakhiran Data Pemilih.

12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud

dalam angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

13. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data

hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 11

dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

14. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13

dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling baryak

800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikal:
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a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama

lain yang berbeda, pada TPS yang sama;

b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama

lain, pada TPS yang berbeda;

c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang

berbeda;

d. memudahkal Pemilih;

e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan

tenggang waktu pemungutan sua-ra.

15. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan da-ftar Pemilih sebagaimana

dimaksud pada angka 13 kepada:

a.PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentukhardcopg;dan

b. PPK dan PPS dalam bentuk sofimpg.

Pemutakhlraa Data Pealllh

1. Daltar Pemtlth Semeatara

a. PPDP membaltu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukaa

Pemutakhiran Data Pemilih.

b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota

berdasarkan usulan dad PPS.

c. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

d. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih

dari PPS.

e. Bimbingan teknis sebagaimaaa dimaksud pada huruf d meliputi:

1) jadwal pelaksanaan Coklit;

2) persiapan pelaksanaan Coklit;

3) tata cara pelalsanaan Coklit; dart

4l tata cara pengisian formulir.

f. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi sya-rat, tetapi belum

terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model

A.A-KWK;

2) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

3) mencoret Pemilih yang telah meningga.l;



4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil

menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian NegaraRepubliklndonesia;

6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan

suara;

7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikar tidak ada

keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga,

tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga

atau nama lain;

8) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

9) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada

kolom jenis disabilitas; dan

10) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas

kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah

yang menyelenggarakan Pemilihan.

g. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada

formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf (A)

angka (13) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud

pada huruf (f) angka (1), tidak dapat ditemui secara langsung oleh

PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat

menunjukkal Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

h. PPDP memberikan tanda bukti terda-ftar kepada Pemilih dengan

menggunakan formulir Model A.A. 1- KWK dan menempelkan

stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala

keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

i. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud

pada h u ru f ( g) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

j. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimara

dimalsud pada huruf (fl sampai dengan huruf (i) kepada PPS,

meliputi:

1) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

2) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

3) formulir Model A.A. I-KWK; dan



4) formulir Model A.A.3 KWK.

k. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda

pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

l. PPS da,lam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud

dalam huruf [) melakukan kegiatan:

l) Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

2) Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

3) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP

dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-

KWK.

m. Dalam hal terdapat hasit Coklit PPDP yang tidak lengkap

dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan

memperbaiki hasil Coklit.

n. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud

dalam huruf (j), PPS men)'usun daftar Pemilih hasil

pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

o. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran

sebagaimana dimaksud pada huruf (n), dibaatu oleh PPDP dengan

membuat sofiapg terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat,

Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan

menggunakan formulir Model A.B-KWK.

p. PPS melalukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada

huruf (n) dengan menggunakan formulir Model A.B.I-KWK.

q. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melal<ukan registrasi

kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan

setelah PPDP melakukan Coklit.

r. Rekapitulasi sebagaimana dimal<sud pada huruf (p)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS'

s. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (r)

dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

t. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf

(s), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

u. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (t) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,



nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi

TPS.

v. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimalsud

pada huruf (u), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

w. PPS menyampaikan dafta.r Pemilih sebagaimana dimaksud pada

huruf (n) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam

bentuk sofiapg dan hardcopg.

x. PPS menyampaikan rekapituiasi da-ftar Pemilih sebagaimana

dimaksud pada huruf (p) kepada PPK dan KPU KabupatenlKota

dalam bentuk sofiopg dan lwrdcopg.

y. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil

pemutakhiran secara manual, penyampaian da-ftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dan huruf (p) dilalukan

dalam bentuk hardapg.

z. PPK melakukan rekapitulasi dafta-r Pemilih hasil pemuta-khiran

di wilayah kerjanya setelah menerima da-ftar Pemilih hasil

pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (p).

aa. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (z) dilakukan

dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK'

bb. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (aa)

dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

cc. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf

(bb), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan

dalam rekapitulasi.

dd. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (cc) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi

TPS.

ee. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada

huruf (dd), apabila data yang ditunjukkaa terbukti benar.

ff. PPK men)'usun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Da-ftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada huruf (z) ke dalam formulir Model

A,8.2-KWK.



gg. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada

huruf (ff) disampaikan kepada:

1) KPU Kabupaten/Kota;

2) KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU

Kabupaten/Kota;

3) Panwas Kecamatan; dan

4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

hh. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK

sebagaimana dima,ksud dalam huruf (gg) angka (1), KPU

Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil

pemutakhiran dan menetapkan DPS.

ii. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada

huruf (hh) dilalukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkaa

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

KPU Kabupaten/Kota.

jj. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (ii)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye

Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan

kependudukan dan catatan sipil setempat.

kk. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf (ij), PPK,

Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

11. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (kk) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi

TPS.

mm. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan

sebagaimana dimaksud pada huruf (11) apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

nn.KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana

dimaksud pada huruf (hh) ke dalam formulir Model A. 1. 1-KWK.

oo. KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan sa,linan formulir Model

A. 1 . I-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf (nn) kepada:

1) KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

2) KPU melalui KPU Provinsi Ka1imantan Selatan;

3) Panwas Kabupaten/ Kota;



4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

5) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.

pp. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana

dimaksud pada huruf (hh) menggunakan formulir Model A. I-KWK.

qq. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinaa DPS sebagaimaaa

dimaksud pada huruf (pp) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah

3 (tiga) rargkap, untuk digunakan sebagai:

a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. PPS.

rr. KPU Kabupaten/Kota menyampaikaa salinan DPS sebagaimana

dimaksud pada huruf (pp) dafam bentuk softcopy dengan format

Portable Document Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan

Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk mendapat masukan

dan tanggapan.

ss. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada

huruf (qq) dan huruf (rr) dapat diberikan dalam bentuk comma

separated values dengan tidak menampilkan informasi nomor

induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara

utuh.

tt. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi

melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf (oo) angka (1)

menggunakan formulir Model A. 1.2- KWK.

uu.PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau

dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan

dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat

tanggapa-n masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima

DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (qq)

w. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS

sebagaimana dimal<sud dalam huruf (pp) dengan dibantu oleh PPK

dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan.



a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingart

dapat mengajukaa usul perbaikan mengenai penulisan nama

dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada

PPS.

b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan

dapat memberikan usulan perbaikan berkaitaa dengan informasi

tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

1) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimaaa dimaksud

dalam BAB II angka (3);

2) Pemitih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)

tahun;

3) Pemith sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Pemilih yang

berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

a) Pemilih sudah meninggal dunia;

5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain

tersebut;

6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; danl atau

7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.

c. Usulan perbaikan sebagaimana dimalsud pada huruf (a) dan

huruf (b) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan

menyerahkan salinan (fotoapgl Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keteraagan dari Pemilih yang informasinya diusulkan

untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A. 1.A-KWK.

d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana

dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) kepada Pemilih yang

informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada huruf (d) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki

DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan

perbaikan identitas dan/ atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

2. Daftar Pemilih Tetap



f. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana

dimaksud pada huruf (e) menggunakan formulir Model A.2.1-

KWK.

g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (fJ dilakukan

dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL,

dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

h. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data

autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk

kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

i. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita aca,ra yang

ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

j. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud

pada huruf (e) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana

dima-ksud pada angka 6 kepada PPK.

k. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah

menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimalsud

dalam huruf (f) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.

1. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (k) dilakukan

dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

m. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (l)

dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

n. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimalsud pada huruf

(m), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangaa Ca-lon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

o. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (n) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

p. PPK wajib menindaklarjuti masukan sebagaimana dimaksud pada

huruf (o), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

q. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

sebagaimana dimaksud pada huruf (k) kepada:

1) KPU Kabupaten/Kota;

2) KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU



Kabupaten/Kota;

3) Panwas Kecamatan; dan

4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

r. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana

dimaksud dalam huruf (i), KPU Kabupaten/Kota melakukan

rekapitulasi hasil perbaikan DPS dal menetapkan DPT.

s. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimalsud
pada huruf (r) dilal<ukaa dalam rapat pleno terbuka dan

dituangkaa dalam berita aca,ra yang ditandatangani oleh Ketua

dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

t. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (s)

dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

u. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf (s), PPK,

Panwas Kabupaten/ Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

v. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (u) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

w. KPU Kabupaten/Kota wajib menindakla,iuti masukan sebagaimana

dimaksud pada huruf (v), apabila data yang ditunjukkan terbukti

benar.

x. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPI sebagaimana dimaksud

pada huruf (r) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.

y. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPI sebagaimana

dimaksud pada huruf (r) ke dalam formulir Model A.3.I-KWK.

z. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT

sebagaimana dimaksud pada huruf $) kepada:

1) KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

2l KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

3) Panwas Kabupaten/ Kota;

4) setiap Tim Kampanye Pasangal Ca-lon; dan

5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan

dan catatan sipil setempat.

aa. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPf



sebagaimana dimaksud pada huruf (x) kepada PPS melalui PPK

dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga

(RT)/Rukun warga (Rw) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

bb. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana

dimaksud pada huruf (x), dalam bentuk softcopy dengal format

portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan

Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat

kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dal Panwas

Kabupaten/Kota.

cc. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk

softcopy dengan format excel atau comma sepa"rated values (CSV),

apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon

tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Ca-lon tingkat

kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas

Kabupaten/Kota.

dd. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada

huruf (aa), huruf (bb), dan huruf (cc) tidak menampilkan informasi

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih

secara utuh.

ee. Setelah menerima DPI dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam huruf (aa), PPS mengumumkan DPT pada tempat

yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih

secara utuh.

ff. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rekapitulasi DPT

berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam huruf (z) angka 1.

gg. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada

huruf (ff) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

hh. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (gg)

dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Selatan,



dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur.

ii. Dalam rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana

dimaksud pada huruf (hh), KPU Ihbupaten/Kota, Bawaslu

Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon

Gubernur dart Wakil Gubernur dapat memberikan masukan

apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

jj. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

kk.KPU Provinsi Kalimantan Selatan wajib menindaklajuti masukan

sebagaimana dimaksud pada huruf fij), apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

11. KPU Provinsi Kalimantan Selatan menJrusun rekapitulasi DPT ke

dalam formulir Model A.3.2-KWK.

mm. KPU Provinsi Ka-limantan Selatan menyampaikan salinan

formulir Model A.3.2-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf (11)

kepada:

a. KPU;

b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur; dan

d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.

nn. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan

kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Pemilihan serta proses pendistribusiannya.



BAB TV

DAT-TAR PEMILIH TAMBAHAI{ DAI{ DAFTAR PEUILIH PII{DAHAIT

A. Daftar Pemlllh Tambahan

1. Pemilih yang tidak terda-ftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai

Pemilih, menggunalan hak pilihnya pada hari pemungutan suara

dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat

Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemlllh Pindahaa

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf (B) angka2

huruf (aa) dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas data

Pemilih yang telah terda-ftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena

keadaan tertentu tidat dapat menggunakan haknya untuk memilih di

TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di

TPS lain di daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau

kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam

satu wilayah

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:

a. Menja-lankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Sua-ra;

b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga

yang mendampingi;

c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti
rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga

permasyarakatan;

f. tugas belajar;

g. pindah domisili; dan/atau

h. tertimpa bencana alam.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun menggunakan

formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan sua.ra.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud

dalam angka (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang



6

sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPI di TPS asal.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (5), melaporkan kepada

PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam

formulir Model A.S-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS

lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan sua-ra.

Dalam hat Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana

dimalsud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada

KPU KabupatenlKota tujuan untuk mendapatkaa formulir Model A.5-

KWK paling lambat 3 Figa) hari sebelum hari pemungutar sua-ra.

PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam angka 5 angka 6 dan angka 7, meneliti

kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.

Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPl, PPS atau KPU

Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih

menggunakan formulir Model A.S-KWK, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.

PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana

dimaksud pada angka (9) pada kolom keterangan DPT.

Pemilih menyampaikan formulir Model A.S-KWK kepada PPS tempat

tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan

suara.

7

8

9

10.

11.



BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dalam

men5rusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi

Data Pemilih.

2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1)

digunalan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam

men5rusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih

dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data

DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data

Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan

sebagaimana dimalsud pada angka (3) ditetapkan oleh KPU.

5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud da-lam angka 1

angka 2 angka 3 dan angka 4 diselenggarakan oleh KPU Provinsi

Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daJtar Pemilih

dilalukan seca.ra manual oleh PPS dan proses pemutalhiran data

pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK daa/atau KPU

Kabupaten/Kota.



BAB VI

PEITGAWASITN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap

pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

tugas PPDP sebagaimana dimalsud pada angka (1), dengan

menggunakan sampel paling sedikit 5olo (lima persen) dari jumlah TPS di

kabupaten/kota.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada angka (2) diatur dengan Keputusan KPU.

4. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas

Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan peny'usunan Daftar

Pemilih.

5. KPU Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyampaikan laporan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

6. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Kalimantan

Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas

Kabupaten/Kota.

BAB VII

PEDOUAIT TEKI{IS

1. KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Keputusan KPU Provinsi

Kalimantan Selatan tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan

penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

2. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang

pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyrrsunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

dengan berpedoman pada Peraturan KPU.



BAB VIII

KETENTUA}I LAII{.LAIN

1. Dalam hal perekaman Ka-rtu Tanda Penduduk Elektronik sudah

mencakup 1007o (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar

Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

2. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta

berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga

pemasyarakatal, dan/ atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiral

Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/ atau

rumah sakit.

3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2)

dilakukan dengan cara:

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota; atau

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu

keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

4. Dalam hal terj'adi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian

daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili

maka KPU Kabupaten/Kota:

a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS

dengan memperhatikan tempat tinggalsesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana

atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPI; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat

pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah

penetapan DPT.

5. KPU, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota wajib

menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar

Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturaJi perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunal Daftar Pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusaa yang merupakan bagian tidak terpisahkan.



BAB f,X

FORIIIULIR

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2O2O

NO KODE NAMA

MODEL A

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru

3 Model A.A.I-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

5 Mode1A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP

Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

7 Model A.8.1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Desa/Kelurahan

8 Model A.B.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Kecamatan

9 Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara

10. Model A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupatenf Kota

11. Model A.1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

L2. Model A.1.A-KWK
Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap

DPS

13. Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

t4. Model A.2.1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Desa/Kelurahan

15. Model A.2.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Kecamatan

16. ModelA.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

t7. Model A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten / Kota

18. Model A.3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi

19. ModelA.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

20 ModelA.S-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)

2L, Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

6.

I

I



Mod€lA-XWX

PnovrNst

IqBUPATEN/XOfA

KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PEMITIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUEERNUR KAI.IMANTAN SELATAN

TAHUN 2O2O

rcCIMATAN

DESA/XELURAHAN

TDS

statlE

Blslt Jalan/Dukuh Rt

Disabilitas rIP.EI
BlslK

TanggaltahnNo Xr iJIK

17 13 146 7 8 9 to 113 42

z

3

4

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

t8

19

20

IIIIIIIIIIIIIIII

II IIIIIIIII

IIIIII

IIIIrIII

Keterangan Status
perkawinan (7):
B: Belum Kawin

S : Kawin
P : Pernah kwin

keterangan disabilitas {12}
1: Disabilrtas Fisik

2: Dasabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mentel
4: DisabilitasSensorik

Keterangan Status Perekaman
xTP-el(13):
B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam lSuket)
X :sudah Rekam (nP-el)

*) Keterangan 114)
U : Ubah data
1 : Meninggal
z : Ganda

3 | Dibawah Umur
4 i Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal 10: Bukan Penduduk
6:TNl
7 : Poki
8: Hil.n8 in8atan
9 : Hak Pilih Dicabut

Hal... dari...

1

14

I ts
I I f-f-

=

I

I

r

ru IT
=ru

----=

f-i-

I

r I

m fI
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ffi
DAFTAR PEMILIH BARU

PEMI tI HAN GUBERNUR DAN WAKIT GUBERNU R KALIMANTAN SEI-ATAN
TAHUN 2O2O

KECAMATAN

ModelA.A-KWK

PPDP

PROVTNST

XABUPATEN/KOTA

Keterangan Status
perkawinan (7):

B: Belum Kawin

S: Kawin

P : Pernah Kawin

KALIMANTAN SELATAN

Keterangan
KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

DESA/KETURAHAN

TPS

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

..................., Tanggal,

(.............................................)

No NO KK Ntx Nama Tempat Lahir TanSgal Lahir

Status

Perkawinan
alslP

Jenis

lGlamin
LIP

Alamt

Disabilitas

Status Perekaman

KTP-el

Blsllr.

(eteranBan

Jalan/Dukuh Rt Rw

2 4 5 6 7 8 1n 11 1' t

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

t2

13

t4

15

16

L7

18

19

Hal ... dari ...



Model A.A.1-KWK

ffi
CONTOH

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SET,ATAN

TAHUN 2O2O

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat l

No. TPS :

No Nama Pemilih
1

2

3

4
5

6.

7

8

9

10.

11.

L2

Ditanda tangani di ......
Tanggal,

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

Pemutakhiran Data
Pemilih

Model A.A.1-KWK

$.

ffi TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2O2O

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Alamat

No. TPS

No Nama Pemilih

2

3

4
5

6.

7

I
I
10.

11.

12.

Ditanda tangani di ..

Tanggal,
Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

Pemutakhiran Data
Pemilih

.)(

1.



Model A.A.2-KWK

@
STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU

2. Jenis dan Tahun Pemilihan

3. Hari clan Tanggal Pemungutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Junrlah Pemilih

7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id

10. Barcode (KPU RI)



ffi Model A,A,3-XWf

IAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEiIILIHAN GUBERiIUR DAN WAKIL GUBERiIUR KALltAttlTAN SEI-AIAI{

TAHUN 2ll2ll

PROV|NSt

TABUPATEN/KOTA

XECAMATAN

DESA/KETURAHAI'I

KALIMANTAN SELATAN r{o TPs

TUAMA PPDP

NIT PPDP

NO HP

No l(egiatan Coklit t- L+P

I lumlah Data Pemilih diterima (A-KwK)

il Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWKI

ill Pemilih vane Tidak Memenuhi syarat t P L+P

1. Meninggal

2. Ganda

3. Dibawah umur

4. Pindah domisili

5. Pemilih tidak dikenal

6. TNI

7. POtRt

8. Hilang ingatan

9. Hak pilih dicabut

10. Bukan penduduk

Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi SVarat

I Jumlah Pemilih Hasil Coklit

Jumlah Data Pemilih Sesuai

lumlah Data Pemilih diperbaik! (Pemilih Ubah Data)

vl Jumlah Data Pemilih Disabilitas L P t+P

1. Disabilitas Fisik

2. Disabilitas lntelektual

3. Dirabilitas Mental

4. DisabilitasSensorik

.,umlah Pemilih Disabilitas
IUMTAH

vlr Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWKI

Jumlah stiker Digunakan

Jumlah Stiker Sisa

vil 1. Jumlah KK Hasil Coklit

2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (ModelA.A.l-KWK) dibagikan

Status Perekaman fTP-Bl
L P L+P

tx 1. ,umlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)

2. Jumlah Pemilih sudah Rekam KTP{l (suket} (Model A-KwK dan Model A,A-KWK}

3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (rfP-ell ( Model A - KWK dan Model A.A-(WK )

P

- -



ffi
Model A.B-KWI(

DAFTAR PEMIUH HASIt PEMUTA(HIRAN
PEsIUHAil GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALI}IAI'ITA}I SETATAN

TAHUN 2O2O

KECAMATAN

DESA,/KELURAHAN

TP5

PROVtNSI

TABUPATEN/TOTA

Keterangan status
perkawinan (7) :

B: Belum Kawin
S: Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

KALIMANTAN SELATAN

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B: Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):

B : Pemilih Earu
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6:TNl
7: Polri

8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk

Tanggal, ............,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.............................................)

No No XX Ntx Nama Tempat l-ahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan
BlslP

Jenis

Xelamin

vP

Alamat
Status Perekaman

KTP{l
Elslx

Keterangan il
.lalan/Dukuh Rt Rw

4 6 7 a !t 10 t1 77 1l 14

1,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LZ

13

L4

L5

16

L7

LA

19

Hal .,. dari ...



ffi REIGPITU IASI DAFTAR PEMILIH HASI L PEMUTAKHIRAN DESA,/KEIU RAHAN
PET,IILIHAN GUBERIIUR DAN WAKIL GUBERNUR KAUT,IANTAN SELATAN

TAHUN 2ll20

OLEH PPS

PROVINSI

KABUPATEN/I(OTA

KALIMANTAN SELATAN IGCA[\,IATAN

DESA/KEIURAHAN

No. Nomor TPS Pemllih A-(WK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
L P L+P P L+P L P L+P t P L+P

1

2

3

4
5

6

7

I
9

10

11

13

14

15

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ...-..,.

PANITIA PEMUiIGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

A.8.I-KWK

t



4.8.2-XWX

OIEH PPX

PROV|NSI
(ABUPAIEiI/KOTA

I(ECAMATAN

KALIMANTAN SELATAN

Dlsahkan dalam rapat pleno PP( Tanggal...-.
PANITIA PEMITIHAN KFCNMATAN

1. lctua
2. Ang8ota

3. Angaota

4. Anggota

5. AngBota

PemilihA-rWX Pehilih B.ru Peml[h ndal Memenuhi Syarat Perballan Data PemilihI{o. ama Desa/(elurahan
TPS L t+P t- P LrP L P l,+P t- P

Xei€rangrh

----

r

----

I

--

E

--

E

-------

--------

I

---

------

I

---

I

-

---
IIIIIIII

-
Ir

-

I

---

II

-

E

-

E

-
---

--

EII

-

I

-----

E

-

T

-

I-

--

r-II

---I--

----------

I-

REIAPITULASI DAETAR PEMITIH HASII, PTMUTAI(IIIRAII XECAMATAII
PETIILIHAiI GUBERiIUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIUA TAN SELATAN

TAHUI{ 2l)2O

TOTAL

is I
l6

------r----- ------r------

I
I

la

I f______r_____-t- t

ttt

TandaTan8an



ModelA.l-IWK

ffi
DAFTAR PEMIUH SEMENTARA

PETUHAT{ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR XALIHAITAI{ SEI.ATAiI
TAHUII 2O2O

I(ECAMATAN

DESAI,XELURAHAiI

PROV|NSt

KABUPATEN/XOTA

KALIMANTAN SETATAN

TPS

No No KK NIK Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status
Pe.kawinan

Blsl?

Jenis

Kelamln

vP

Alamat

Disabilitas
Status Perekaman

KTP-el

Blslt
Keterangan

talan/Dukuh Rt Rw

I ) 3 4 B 6 7 s 10 ti 7' 11 1n

1

2

)

4

5

6

7

8

9

10

11

13

t4

15

16

L7

18

19

20

Keterangan Status
perkawinan (7):

B ; Belum Kawin
S: Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12) :

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B: Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ..................., Tan8gal, ............,

xpu KABUPATEN/KOTA.........-.........

Ketua

.)

Hal ... dari ...

Nama

I

72



ffi 4.1.1-KWK

PROVINSt

KABUPATEN/KOTA

REKAPIruLASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN IYAKIL GUBERNUR KALII'IANTAN SEI.ATAN

IAHU]'l 2020

OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

: KALIMANTAN SELATAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

2

3

4

5

5

7

8

9

10

12

13

74

15

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN/KOTA Tanggal ........

Kpu KABUPATEN/KOTA...................

Nama Tanda Tangan

No. Nama Kecamatan Jumlah

Desa/(el
Jumlah TPS KeteranBan

t P [+P



ffi A.1.2-KW(
REKAPITU1ASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI

PEilIUHAII GUBERIJUR DAI.I WAKIL GUBERNUR KALITIANTAN SEIITAN
TAHUN 2ll20

OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : KALIMANTAN SETATAN

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provins Tanggal ......

KPU PROVINSI

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

No- ilama lGbupaten/Kota Jumlah

Kec

Jumlah

Desa/Kel

Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih Keterangan
t P L+P

7

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

L1

13

L4

15

TOTAL

Nama



ModelA.l.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP DPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2O2O

Pada hari tanggal........ KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)..,.... menerima

tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Sebagai Bagian : Masyarakat/PengawasPemilihan/PesertaPemilihan*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah

1. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilih belum terdaftar

3. Pemilih tidak memenuhisyarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan ldentitas Kependudukan atau Surat Keterangan

2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF

3. Lainnya........

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Tertanda

KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS'*) Pemberi Tanggapan dan Masukan

+ ) Coret yang tidak perlu



Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No No l(K NIK Nama Tempat Lahir
Tanggal

[ahir

Status
Perkawinan

BlslP

Jenis
Kelamin

vP

Alamat
Disabilitas

Status
Perekaman

KTP-el

BlslK

Keterangan
*l

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL t2 13 t4

t

2

3

4

Keterangan Status
perkawinan (7) :

B; Belum Kawin
S: Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (lCfP-el)

*) Keterangan (14)

B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6:TNl
7 :Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



ffi DAFTAR PEMIUH SEMENTARA }IASIL PEREAIl(AN
PETIILIHA}I GUBER}IUR DAN WAKIL GUBERNUR KAUMAilTAN SELATAN

TAHUN 2ll2lt

KECAMATAII

DESA/KETURAHAN

PROVtNST

KABUPATEil/I(OTA

Keterangan Status
perkawinan (7) :

B: Belum Kawin

S: Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

KALIMANTAN SELATAN

Keterangan Status Perekaman
KrP-el (13):

B: Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K :Sudah Rekam (KTP-el)

+) Keterangan(14):
B : Pemilih Baru 4: pindah Domisili
U : Ubah data 5 : Tidak Dikenal
1:Meninggal 6:TNt
2: Ganda 7: polri
3 : Dibawah Umur 8 : Hilang ingatan

Hal... dari...

TPS

9 : Hak Pilih Dicabut
10: Bukan Penduduk

.............-....., Tanggal, ............,.......-..,

Panitia PemunButan Suara

Xetua

(.............................................)

ModelA.z-XW(

No No Xf NIK Nama Tempat Lahit Tanggal Lahlr
Status

Perkawlnan
BlslP

Jenis

l(elamln

vP

Alamat

Dlsabllltas
Status Perekaman

KTP-el

Blsll(.
Keterangan rl

Jahn/Dutuh Rt Rw

2 3 4 5 6 7 11 tz 13 14

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

72

13

15

16

L7

18

19

a

74



A.2.1-KWK

PROVIilSI

KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN SELATAN

REXAPITUIASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/XELURAHAN
PEIIIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KAUiIAI{TAN SEI.ATAN

TAHUN 2ll2ll

OLEH PPS

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........

PAN]TIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

l{o. Nomor TPS Pemilih A"l-KW( Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
L P L+P L P L+P t P L+p P L+P

7

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

L4

15

TOTAL

t



ffi REKAPTTUTASI DAFTAR PEMITIH SEMENTARA HASII. PERBAIKAN I(ECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR XALDIANTAN SEI.ATAN

TAHUT{ 2(l2(l

OLEH PPX

PROVINSt

KABUPAIE]iYKOTA

TECAMATAN

KALIMANTAN SELATAN

42.2-KWK

No. Nama llesa/Kelurahan Jumlah

TPS

Pemilih A.1-KWl( Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat feterangan
P L+P t P L+P t P L+P t P L+P

1

2

3

5

6

7

I
9

10

IL
12

13

14

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........

PANITIA PEMITIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. AnBgota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Perbaikan Deta Pemllih
L



ModelA.3-KW(

ffi
PROV[{St

KABUPAIf,i/I(OTA

DAFTAR PEMIUH TETAP
PEf,IUHAt{ GUBERNUR DAN WAKIL GUEERiIUR KALI}IANTAiI SELATAiI

TAHUN 2O2O

(ECAMATAN

DESA/rcURAHAN

TPS

keterangan disabilitas (12)

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: DisabilitassensDrik

KATIMANTAN SELATAN

Keterangan Status Perekaman
rrP-el(131:
B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : S'rdah Rekam lKfP-el)

Ditetapkan di...........,......., Tan99a1,............,..
KPU KABUPATEN/KOTA............

Xetua

Alamat

No XX N ( Tempat tahir
Stahls

P!rkawinan
slSlP

Jenir
Kclemln

LIP Jalan/Dukuh RI

Disabi
litas f,TP-el

slslx.

Status

xeterangan *)

1 2 3 4 s 5 7 a 9 10 1l t2 13 14

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IIIIIIrI

IIIIII

Hal ... dari

Keterangan Status
perkawinan (7):
B: Belum Kawin

5 : Kawin
P: Pehah Kawin

E

TangBal Lahlr

l-l-I

--r---T-----t
fT-r ----T_---__l

t-f I

I III
tt

I T- r t

=

f-tt

=

=

fT [

(...-.........................................1



ffi A.3.1-KWK

REKAPITU IASI DAFTAR PEMI LIH TETAP KABU PATEN/KOTA
PEIIII.IHAN GUBERNUR DAI,I WAKIT GUBERiIUR KALIilIANTAN SETATAN

TAHUiI 2lt20

OIEH l(PU TABUPATEN/I@TA

: KALIMANTAN SELATANPROVtNSt

KABUPATEN/KOTA

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN/KOTA Tanggal ........

Kpu KABUPATEN/KOTA...................

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

No, Nama Kecamatan Jumlah

Desa/Kel

Jumlah TPS Jumlah Pemilih l(eterangan

L P L+P
7

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

72

13

74

15

TOTAL



ffi REIGPITULASI DAFTAR PEMITIH TETAP PROVINSI

PEMITIHAN GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR TGLIMA'{TAN SEI-ATAN

TAHUN 2O2O

OLEH KPU PROVINSI

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal ........

KPU PROVINSI

Nama

A.3.2-KWX

Tanda Tangan

PROVINSI : XAUMANTAN SELATAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

No. lrlama l(a bupaten/Kota Jumlah

l(ec

Jumlah

Desa/Kel

Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih Keterangan

t P L+P
7

2

3

4

6

7

8

9

10

11

L2

13

L4

15

TOTAL



G
Model A.tlKWK

PROVtNSt

I(ABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN SELATAN

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (131:

B: Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah Rekam (KTP-el)

DAFTAR PEMIUTI PINDAHAN

GUBERNUR DAN WAKIT GUBERNUR IGLIMANTAN SETATAN

TAHUI{ 2O2O

I(ECAMATAN

DESA./KETURAHAN

Ditetapkan di ....,.,.,.......,.., Tanggal, ...,.,..,.,,,,,,.,,,,.,,

Panitia Pemungutan suara

Ketua

TPS

Keterangan Status
perkawinan (7):

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12)

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilltas Mental
4: Disabilitas Sensorik (..... '''.'.'...'''...........,}

No No l(K Ntx Nama Tempat lahlr Tanggal [ahir
Status

Perkawimn
BlslP

Jenis
(elamin

vP

Alamat

Disabilitas
Status Perakaman

l(TP-el

Blslx
Keterangan

Jalan/Dukuh Rt Rw

3 4 5 6 7 a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

L7

18

19

zo

Hal ... dari ...

12 1:l



ModelA.S-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN (DAITAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR I'A.LIMANTAN SELATAN

TAHLN 2O2O

KPU Kabupaten/Kota./Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *).......
pada Hari. .......Tanggal.......Bulan ........Tahun.........,mengeluarkan Surat
Pemberitahuan Pindah Memilih bagi

No. Karnr Keluarga :

Nomor Induk Kependudukan :

Nama Lengkap :

Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS :

2. Desa/I(elurahan :

3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

Tugas belaj arl menempuh pendidikan

Pindah domisili

Tertimpa bencana alam

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **)
2. Desa/I(elurahan
3. Kecamatan

4. Kabupaten/Kota
5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **rr)

4.

5.

Kabupaten/tr(ota

Provinsi

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menj alani perawatan di panti sosi al/re habi 1 itasi

Menj alani rehabilitasi narkoba

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kabupaten/I(ota
Panitia Pemungutan Suara *)

)

Keterangan
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
) Coret satu kolom yang tidak perlu
**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tajuan
*xx1 Pilih sesuai dengan ketentaun hak pilih

trIII
II

IIII



0 DAFIAi PEI,IIUH TA AAHAI{
GUSERi|UR DAXWAI|I Gultitul (AUl/rAtT N t€Ur fl

TAXUi 2020

(AU MATTAAI 5EI.A IAiI

x auPArtx/r(ora

dengan aslinya
KPU PROV KALSEL KALIMANTAN SELAIAN

Teknis dan Hupmas

rctlrrral{
D€S /XEur^ttlt{
1?t

SLtur

ll/st,

ok
brlr

rTkl
clsl'(

Rt

1 I !t 6 9 13 l4

1

2

l

5

1

8

l0
(ateranSrn Stalua
pcrtawinan l7):
B : galum Xawin

S : t.win

lct.ren8sn db.blliter (121

1| Dlsabllitas Flrik
2: Di5abilitar lntcbltual
3: Dhabilltas M.htal
4: Dlrabllltar Sansoril

(cteraryan Status P.rekaman
xlp".l(1al:
g : galufi Rllem
S : Sudah Rckam (suket)
( r Sudah R.lam (krP-ell

Dh.t.pt.n dl ..................., T.,rttrl, . .........,.....-'.,,......-....-.,.

xclonpol Prny.l.ntl.r. Pamun utan Sual.

X"tua

)

8al ... dari ..

Ditctapk n di Banjarmasin

pada tangSal 27 Fcbruari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMAI.ITAN SEINTAN,

ttd.

SARM UJI


